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PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR
24 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

a. bahwa dalam upaya mewujudkan penguatan kelembagaan

dan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya,
maka perlu didukung dengan pengaturan tentang hak
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
dimana penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah
dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah
dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional, pendapatan umum daerah terdiri atas
pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi
umum, sedangkan belanja pegawai aparatur sipil negara
terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan
penghasilan aparatur sipil negara,

bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 188.31/7809/SJ Hal Penjelasan terhadap
Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara yaitu gaji
pokok aparatur sipil negara, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional
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umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan
khusus, pembulatan gaji, iuran BPJS kesehatan, iuran
jaminan kecelakaan kerja/ kematian, tunjangan profesi
guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus
guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, huruf ¢ dan huruf d, maka perhitungan
kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, perlu disesuaikan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu
membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala
Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala
Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
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Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 174);

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 24 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINSITRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 389) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 32
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 397) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf h diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.



(2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf h diberikan setiap melaksanakan reses kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada Ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 281.017.243.735,50
(dua ratus delapan puluh satu milyar tujuh belas juta dua
ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima
koma lima nol rupiah) dan dikelompokan pada
kemampuan keuangan daerah dengan klasifikasi rendah.

(5) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.100.000,00 x 3 =
Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

(6) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan  sebesar Rp. 2.100.000,00 x 3 =
Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan
kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil
Ketua DPRD sehari- hari.

(2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua DPRD sebesar 2 x Rp. 2.100.000,00 =
Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
dan

b. Wakil Ketua DPRD sebesar 1,5 x Rp. 1.680.000,00 =

Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu
rupiah).

(3) Tata cara pengelolaan dana operasional dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 November 2017

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 409



